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Meningkatnya kualitas
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Indeks kualitas

Hasil Penilaian

IKA=(IKK+IEK+IK

kebijakan, koordinasi dan | manajemen kebijakan, Mandiri PA)
pelayanan administratif koordinasi dan pelayanan menggunakan data | /3 x 100
administrasi Indeks | 75,47 | primer dan data SEKDA
sekunder 12
Bagian dan hasil
Survei
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian n=VN+1
pengkoordinasian bidang umum, organisasi, Mandiri Keterangan:
pelaksanaan tugas protokol dan komunikasi Pengukuran kinerja | N = jumlah
perangkat daerah, pimpinan dan Setda dilakukan kebijakan yang
penyusunan, perencanaan Nilai 89 dengan menjadi populasi ASISTEN
pemantauan dan dan keuangan menggunakan pengukuran (rata- ADMINITRASI
evaluasi pelaksanaan metode kuantitati rata kebijakan UMUM

kebijakan daerah bidang
umum, organisasi,

protokol dan komunikasi

dalam satu tahun)
n = jumlah
sampel kebijakan




pimpinan dan
perencanaan dan

keuangan

Efektifitas Koordinasi
bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi

pimpinan dan

Hasil Penilaian
Mandiri
Pengukuran kinerja
Setda dilakukan
dengan

n=VN+1
Keterangan:

N = jumlah
kegiatan
koordinasi yang

perencanaan dan ASISTEN
keuangan menggunakan menjadi populasi ADMINITRASI
Nilai 75 metode kuantitati, | pengukuran (rata-
: o UMUM
komperhensip dan | rata koordinasi
terukur yang
dilaksanakan
dalam 1 tahun)
n = jumlah
sampel kegiatan
Indeks Kualitas Pelayanan Hasil Penilaian S={M.N.P.QY
Administrasi bidang Mandiri {d2 (N-1) + A2, P.
umum, Pengukuran kinerja | Q } ASISTEN
organisasi, protokol dan o Setda dilakukan dimana :
S Nilai 98 ] ADMINITRASI
komunikasi pimpinan dan dengan S = jumlah
UMUM
perencanaan dan menggunakan sampel
keuangan metode kuantitati A2 =lambda

dan hasil survei

(faktor pengali)




dengan dk =1,
taraf kesalahan
bisa 1 %, 5 %, 10
%

N = populasi
P = (populasi
menyebar

normal) =Q =0,5
d =0,0

Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian n=VN+1

pengkoordinasian bidang tata pemerintahan, Mandiri Keterangan:

pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat, Pengukuran kinerja | N = jumlah ASISTEN
perangkat daerah, hukum dan kerjasama Setda dilakukan kebijakan yang

pemantauan dan
evaluasi dalam
penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah bidang tata
pemerintahan,
kesejahteraan rakyat,
hukum dan kerjasama

PEMERINTAHAN

o dengan menjadi populasi
Nilai 96 DAN
menggunakan pengukuran (rata-
o . KESEJAHTERAAN
metode kuantitati rata kebijakan
RAKYAT
dalam satu tahun)
n = jumlah
sampel kebijakan
Efektifitas Koordinasi Hasil Penilaian n=VN+1 ASISTEN
Nilai 79

bidang tata pemerintahan,

Mandiri

Keterangan:

PEMERINTAHAN




kesejahteraan rakyat, Pengukuran kinerja | N = jumlah DAN
hukum dan kerjasama Setda dilakukan kegiatan KESEJAHTERAAN
dengan koordinasi yang RAKYAT
menggunakan menjadi populasi
metode kuantitati, pengukuran (rata-
komperhensip dan | rata koordinasi
terukur yang
dilaksanakan
dalam 1 tahun)
n = jumlah
sampel kegiatan
Indeks Kualitas Pelayanan Hasil Penilaian S={M_.N.P.QY
Administrasi bidang tata Mandiri {d2 (N-1) + A2, P.
pemerintahan, Pengukuran kinerja | Q } ASISTEN
kesejahteraan rakyat, Setda dilakukan dimana : PEMERINTAHAN
hukum dan kerjasama Nilai - dengan S = jumlah DAN
menggunakan sampel KESEJAHTERAAN
metode kuantitati A2 =lambda RAKYAT

dan hasil Survei

(faktor pengali)
dengan dk = 1,
taraf kesalahan




bisa 1 %, 5 %, 10
%

N = populasi
P = (populasi
menyebar

normal) =Q =0,5
d =0,0

Nilai LPPD Hasil Penilai > Hasil Penilaian ASISTEN
Kemendagri TIM PEMERINTAHAN
Nilai 3,5 DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Kebijakan Hasil Penilaian n=\N+1
pengkoordinasian bidang perekonomian, Mandiri Keterangan: ASISTEN
pelaksanaan tugas administrasi Pengukuran kinerja | N = jumlah PEREKONOMIA
perangkat daerah, pembangunan, Setda dilakukan kebijakan yang N DAN
pemantauan dan pengadaan barang dan Nilai 89,7 | dengan menjadi populasi PEMBANGUNAN

evaluasi dalam
penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan
daerah bidang

jasa dan
sumber daya alam

menggunakan

metode kuantitati

pengukuran (rata-
rata kebijakan
dalam satu tahun)
n = jumlah




perekonomian,
administrasi
pembangunan,
pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya

alam

sampel kebijakan

Efektifitas Koordinasi Hasil Penilaian n=vVN+1
bidang Mandiri Keterangan:
perekonomian, Pengukuran kinerja | N = jumlah
administrasi Setda dilakukan kegiatan ASISTEN
pembangunan, dengan koordinasi yang PEREKONOMIA
pengadaan barang dan menggunakan menjadi populasi N DAN
jasa dan sumber daya Nilai 70,5 | metode kuantitati, pengukuran (rata- PEMBANGUNAN
alam komperhensip dan | rata koordinasi
terukur yang

dilaksanakan

dalam 1 tahun)

n = jumlah

sampel kegiatan
Indeks Kualitas Pelayanan Hasil Penilaian S={M_.N.P.QY

o o . ASISTEN

Administrasi bidang Mandiri {d2 (N-1) + A2. P.

_ o o PEREKONOMIA
perekonomian, Nilai 82 Pengukuran kinerja | Q } N DAN
administrasi Setda dilakukan dimana :

) PEMBANGUNAN
pembangunan, dengan S = jumlah




pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya

alam

menggunakan sampel

metode kuantitati A2 =lambda

dan hasil survei (faktor pengali)
dengan dk =1,

taraf kesalahan
bisa 1 %, 5 %, 10
%
N
P
menyebar
normal) =Q =0,5
d =00

populasi

(populasi
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DEFINISI OPERASIONAL UMUM :

1. | Indeks Kualitas Koordinasi . | Indeks Kualitas Koordinasi pada Sekretariat Daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk
menilai efektivitas dan efisiensi koordinasi antara unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah
(Setda) maupun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah eksternal dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana proses koordinasi
antar bagian maupun dengan organisasi perangkat daerah berjalan dengan baik guna mencapai
tujuan pemerintahan yang harmonis dan sinergis.

2. | Indeks Kualitas Kebijakan : | Indeks Kualitas Kebijakan pada Sekretariat Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
efektivitas, relevansi, dan implementasi kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh Sekretariat
Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh
mana suatu kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dengan baik untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah yang optimal.

3 | Indeks Kualitas Pelayanan : | Indeks Kualitas Pelayanan pada Sekretariat Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
efektivitas, efisiensi, dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah kepada
pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun organisasi lainnya. Indeks
ini mencerminkan sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi standar, kebutuhan, dan harapan
pengguna layanan.




